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KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 
 
Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 

pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman 
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di 
Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu 
menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan 
Anambas; 

  b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah tentang Indikator Kinerja Utama; 

    
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4237); 

  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 
2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor   Tahun    
tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di 
Provinsi Kepulauan Riau;  

  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 17 Tahun 
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

  6. Undang-Undang Republik Indonesia Noor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomo4 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 
sebagaimana telah diubah beberapa kali –terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);  

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4815); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evauasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4817); 

  12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman 
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di 
Lingkungan Instansi Pemerintah; 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 517); 

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 
Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 29, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 
Nomor 31); 

  16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 
Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 
Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kepulauan Anambas Nomor 32); 

  17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan 
Anambas Tahun 2021-2026; 

    
 
 
 
 
 
 
 
 



MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :   
    
KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana 
tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan satu 
kesatuan dan again yang tidak terpisahkan; 

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaiamana tercantum dalam 
lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja 
yang digunakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menetapkan rencana 
kinerja jangka menengah dan tahunan, menyampaikan 
rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan 
kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta 
melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan 
dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana 
Dareah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026; 

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum 
KESATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja 
Utama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas; 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

 
 
 

Ditetapkan di : Kepulauan Anambas 
Pada Tanggal :   26 Februari  2025 

  
 
 
 
 



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA 
  BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

NOMOR :  37 Tahun 2025 
TANGGAL :  26 Februari 2025 

 
INDIKATOR KINERJA UTAMA 

DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 

TAHUN 2025-2030 
 

NO INDIKATOR SATUAN 
TARGET TAHUN 

KET 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Persentase cakupan penyebaran 
informasi dan edukasi rawan bencana 

Persentase 80% 80% 80% 82% 85% 90% 

 

2 
Persentase Penanganan Tanggap 
darurat bencana Persentase 87% 87% 89% 90% 92% 95% 

 

3 Persentase Penanganan  Pasca 
Bencana Persentase 89% 90% 92% 92% 95% 97% 

 

5 Nilaii Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (AKIP) Persentase 75,00 76,00 77,00 78,00 80,00 80,00 

 

 
Ditetapkan di : Kepulauan Anambas 
Pada Tanggal : 26 Februari 2025 

  
 
 
 
 


